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BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR  8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PADA PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara,laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasilpemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaandengan tujuan tertentu, disampaikan oleh BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada BupatiTeluk Wondama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama,dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, KabupatenBouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten TelukBintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di PropinsiPapua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4245) ;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia);5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BadanPemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4654);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimanatelah diubah  dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 TentangPerubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);8. Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005Nomor 165);9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;12. Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2010 tentang PemantauanPelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan;13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 07Tahun 2012  tentang Struktur Organisasi InspektoratKabupaten Teluk Wondama.
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASILPEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputipemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuantertentu.2. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya,yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untukmelakukantindakan dan/atau perbaikan3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPKRI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia PerwakilanPerwakilan Provinsi Papua Barat.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
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perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan PemerintahKabupaten Teluk Wondama.5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.6. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalahrangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untukmenentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasilpemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.7. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnyadisebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untukmelaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia.8. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Teluk Wondama dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Teluk Wondama.11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Teluk Wondama.12. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Teluk Wondama.14 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama.
BAB IIMAKSUD DAN TUJUANPasal 2Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut HasilPemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalammenindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia.
Pasal 3Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut HasilPemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasll pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif,efisien dan akuntabel.
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BAB IIIRUANG LINGKUPPasal 4Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakupperencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadapHasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :a.       Pemeriksaan Keuangan;b.       Pemeriksaan kinerja; danc.       Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
BAB IVSISTEMATIKAPasal 5(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :I. PendahuluanII. Maksud dan TujuanIII. Ruang LingkupIV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RepublikIndonesiaV. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan KeuanganRepublik IndonesiaVI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan KeuanganRepublik IndonesiaVII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksaan Keuangan Republik Indonesia(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Himpunan Peraturan Bupati Teluk Wondama Tahun 2016 Hal. 6

BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 6Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenTeluk Wondama.
Ditetapkan di Rasieipada tanggal 25 Maret 2016
BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasieipada tanggal 25 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 8
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Lampiran : Peraturan Bupati Teluk WondamaNomor : 8 Tahun 2016Tanggal : 25 Maret 2016
I. PENDAHULUANBerdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab KeuanganNegara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaankinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikanoleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerimalaporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalamlaporan hasil pemeriksaan tersebut.II. MAKSUD DAN TUJUANMaksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalahuntuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjutihasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaTujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalahagar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.III. RUANG LINGKUPRuang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakupperencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :A. Pemeriksaan keuangan;Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataanopini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporankeuangan pemerintah.B. Pemeriksaan kinerja;Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensiserta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagikepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengankeuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien sertamemenuhi sasarannya secara efektif.C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukandengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
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A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterimaoleh Bupati Teluk Wondama dengan tembusan Inspektorat Kaupaten kemudiandikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersamaSekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjutirekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan.1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil PemeriksaanBadan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yangdituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPDterkait.2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan ataspelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.3. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjutmenyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalamjangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yangsah meliputi kondisi :a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yangmengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;2) pejabat menjadi terpidana; atau3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, danekonomis antara lain, yaitu:1) perubahan struktur organisasi; dan/atau2) perubahan regulasi.

No Uraian Penanggungjawab Waktu Pelaksanaan Keterangan1. Konsep PerintahBupati Inspektorat 1 – 5 hari setelah LHPditerima.2. Jawaban SKPD atasrekomendasi SKPD terkait 1 – 7 hari setelahPerintah Bupati diterimaSKPD.3. Rekapitulasi tindaklanjut Inspektorat 1 – 3 hari setelah bataswaktu jawaban SKPD.4. Pengiriman LaporanTindak Lanjutbeserta bukti TindakLanjut
Inspektorat 1 – 3 hari setelah draftlaporan ditandatanganioleh Sekretaris Daerah.
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C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD terperiksa sertaMajelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).Tim Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktumelebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaanakan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalampenyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.
V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIATim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM DINAS TUGAS TIMPembina Bupati bertanggung jawab ataspelaksanaan tindak lanjut hasilpengawasan PemerintahKabupaten Teluk WondamaPengarah/Penasehat 1. Wakil Bupati2. Sekretaris Daerah memberikan arah kebijakanTindak Lanjut TemuanPengawasan PemerintahKabupaten Teluk Wondama.Ketua Inspektur mengkoordinasikanpelaksanaan Tindak LanjutTemuan Hasil Pemeriksaan diPemerintah Kabupaten TelukWondama.Sekretaris Sekretaris a. menyusun rekapitulasi hasilmonitoring Tindak LanjutTemuan Pemeriksaan.b. menyusun laporan TindakLanjut dan melaporkanhasilnya kepada BupatiTeluk Wondama.Anggota I Inspektur Pembantu, KaSub Bag Evauasi danPelaporan, PejabatFungsional
melakukan pemantauan tindaklanjut temuan dan rekomendasiHasil Pemeriksaan untuk segeradiselesaikan.
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Anggota II Staf Inspektorat mempersiapkan jadwal danpelaksanaan monitoring TindakLanjut Temuan Pemeriksaan diSKPDVI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIAA. Periode PelaporanLaporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester Ipada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.B. Tujuan PelaporanTujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjutdari SKPD terkait.C. Format Laporan.1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK ditandatangani SekretarisDaerah.2. Format Laporan per Triwulan.
TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS…………………………… PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMATAHUN ANGGARAN ……………….LHP NOMOR …………………... tanggal ……………………………NO TEMUANPEMERIKSAAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT PERKEMBANGANTINDAKLANJUT

STATUS KETTS TB BT TDT
SEKRETARIS DAERAHTtdNAMANIP

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.
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IKTHISAR TEMUANHASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS ………………………….LHP NOMOR ……………………….. tanggal ………………………….No Temuan Nilaitemuan NilaiRekomendasi Tindak lanjutSesuaiRekomendasi DalamProses
Belum Tdk dapatditindaklanjuti

SEKRETARIS DAERAHTtdNAMANIP
VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASILPEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAA. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sudah tertuang dalamStandar Operasional dan Prosedur.B. Standar Operasional dan Prosedur sudah ditetapkan dalam KeputusanInspektur Kabupaten Teluk Wondama.

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI


